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Abstract

This research aims to analyze and explain the Coordination of Implementing Environmental
and Corporatfe Social Responsibility in Siak Regency, Riau Province. This type of research uses
a qualitative research type of descriptive method—data collection techniques using
interview techniques, observation and literature studies from various sources. The results
showed that the coordination of implementing the Company's social and environmental
responsibility has not been maximally implemented. Based on the unity of action indicator
measurement, coordination meetings between stakeholders are rarely held to unife actions.
Then, the lack of information about TJSL is also a factor in the lack of communication. The
inability of the TJSL forum to carry out its duties is also an obstacle, so there is a lack of
supervision of companies, which results in companies not complying with regulations, such as
making reports on the implementation of TJSL in Siak District.
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Abstrak

Penelition ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Koordinasi Pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan Di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Tipe
penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan studi literatur dari berbagai
sumber. Hasil penelition menunjukan bahwa koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan Perusahaan belum terloksana secara maksimal. Berdasarkan pengukuran
dari indikator kesatuan tindakan dimana rapat koordinasi antara stakeholders jarang sekali
dilakukan untuk menyatukan tindakan. Kemudian kurangnya pemberian informasi mengenai
TJSL juga menjadi faktor kuranngya komunikasi. Ketidak mampuan forum TJSL dalam
melaksanakan tugasnya juga menjadi kendala sehingga kurangnya pengawasan terhadap
Perusahaan yang berakibat Perusahaan tidak mematuhi aturan seperti membuat laporan
atas pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak.

Kata Kunci: Koordinasi; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Forum TJSL

Open Access at: hitps://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index
Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang lebih dikenal dengan sebutan
tfanggung jawab sosial Perusahaan (TJSP) adalah sumbangsih perusahaan terhadap
masyarakat di sekitarnya atau masyarakat secara keseluruhan (Herman, 2019). TJSP terdiri dari
kegiatan perusahaan unfuk mengelola bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab
terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial (Muhaijir Haris & Priyo Purnomo, 2016), (Aryawan et

al., 2017). Pelaksanaan TJSP ini dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
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2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam Undang-undagn ini menyatakan bahwa perusahaan

harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ini dinyatakan
dalam Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang tersebut bahwa perusahaan yang menjalankan
kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Rosmita; Herman, 2019).

Pelaksanaan TJSP dilakukan disetiap daerah yang ada di Indonesia, baik tingkat
Provinsi hingga tingakt Kabupaten/Kota. Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang
melaksanakan TJSP adalah Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak banyak terdapat perusahaan
baik sekala besar, menenangah maupun kecil. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawalb Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah aturan
yang diperlukan unfuk mengatur fanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sehingga
stakeholder dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Regulasi menyatakan
bahwa harus ada forum TJSL, yang dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan mengawasi
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Suriani et al., 2023).

Forum TJSL dibentuk sebagai organisasi atau forum komunikasi untuk melaksanakan
program TJSL dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk berkomunikasi,
berkonsultasi, dan menilai penyelenggaraan program. Forum TJSL dibentuk oleh bupati yang
terdiri dari pemerintah daerah, bisnis, masyarakat, dan akademisi. Perda Tetntang TJSL
tersebut menetapkan bahwa perusahaan akan menggunakan program TJSL untuk memenuhi
kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, yang disampaikan pada Forum TJSL melaui
koordinasi.

Koordinasi adalah bagian dari organisasi yang sederajat yang bekerja sama untuk
mencapai fujuan bersama dengan kesepakatan semua pihak. Ini dilakukan agar tidak terjadi
kesalahan dalam bekerja yang dapat mengganggu pihak yang safu dengan pihak yang
lainnya (Widya & Ningrum, 2019). Moekijat mengatakan bahwa koordinasi merupakan
penyelarasan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung atau penyusunan dari
individu, kelompok yang dilakukan secara teratur dalam rangka mencapai tujuan secara
bersama (Mahfud et al., 2014). Koordinasi antar berbagai instansi merupakan bagion dari
upaya penyelenggaraan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka
kesadaran sefiap peserta akan pentingnya koordinasi sangat diperlukan agar pelaksanaan
pekerjaan akan lebih baik lagi kedepannya (Andry, Herman, and Rahmah 2023). Oleh sebab
itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jaowab pada setiap kegiatan perlu adanya koordinasi
yang baik antara instansi yang terlibat karena tanpa adanya koordinasi maka tidak akan
menghasilkan suatu tujuan yang telah disepakati (Rizki, 2014).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak berjalan dengan semestinya

adalah masalah yang muncul di Kabupaten Siak. Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan
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bahwa banyak perusahaan menjalankan program TJSL tanpa berkonsultasi dengan Forum
TJSL, maka hal ini bertentangan dengan amanat Perda Kabupaten Siok tentang TSJL.
Akibatnya, program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan aspirasi
masyarakat Kabupaten Siak. Hasil penelifion juga menunjukan bahwa kinerja Forum TJSL
Kabupaten Siak juga belum maksimal dalam melakukan tugas pokoknya yang menyebabkan
koordinasi fidak berjalan dengan efektif (Suriani et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan membandingkan penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang berkaitan dengan koordinasi
tfanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang pertama adaloh yang dilakukan oleh
(Trisnawati et al., 2021) yang berjudul “Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program
Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan™. Tujuan
dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menjelaskan koordinasi pemerintah daerah PT. Riau
Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam mengimplementasikan program school improvement
di Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan mengurai data secara deskripftif. Teori yang digunakan adalah feori tentang
Koordinasi dalam proses manajemen menurut Soewarno Handayaningrat yang terdiri dari
Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen
dan Insentif, dan Konfinutas Perencanaan. Hasil penelition ini menunjukkan bahwa dalam
bidang pendidikan, ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, PT RAPP (swasta),
dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program peningkatan sekolah. Ini dapat dilihat
dari bagaimana komunikasi antara ketiga aktor yang terlibat dalam kerja sama berjalan
dengan baik dan secara dua arah. Selain itu, perjanjian kerja sama telah ditulis dalam
Memorandum of Understanding (MoU).

Penelitian yang kedua dengan judul “Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program
Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019” yang dilakukan
oleh (Saputra, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan koordinasi dalam
pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 dan untuk mengetahui
kendala koordinasi dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019.
Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi CSR di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 sudah
terlaksana dengan koordiansi yang terdiri dari kerjasama, pembagian fugas, komunikasi dan
rapat pertemuan. Kendala dalam koordinasi pelaksanaan program CSR ini antara lain masih
ada beberapa pokja yang tidak berjalan maksimal dan belum adanya Tim Pengawas sesuai
dengan peraturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asiah, 2021) dengan judul “Koordinasi Pemerintah Desa
Dengan PT. Komunitas Bangun Bersama Dalam Pengelolaan Dana CSR (Corporate Social

Responsibility) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara”. Tujuan
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penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah
Desa dengan Perusahaan PT. Komunitas Bangun Bersama (KBB) dalam Pengelolaan Dana CSR
di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Studi menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dengan PT.
Komunitas Bangun Bersama (KBB) dalam pengelolaan dana CSR di Desa Batuah Kecamatan
Loa Janan Kabupten Kutai Kartanegara tidak berhasil. Perusahaan tidak memenuhi semua
perminfaan pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Clapp & Rowlands, 2020). Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh unit PKBL PT. Sucofindo
dalam menjalankan program CSR khususnya ialah program donor darah rutin di kantor pusat
PT. Sucofindo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
metode wawancara dan observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit
PKBL PT. Sucofindo telah melaksanakan strategi komunikasi dengan baik selama lima tahapan,
yaitu menenfukan dan memilih komunikator, menetapkan fujuan penerima pesan, teknik
penyusun pesan, memilih media dan saluran komunikasi, dan terakhir, melakukan evaluasi.

Penelitian trakhir yang hampir mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan
adalah oleh (I Putu Hardi Surya, 2023) dengan tujuan penelitian yaitu melihat bagaimana
implementasi tanggung jaowab sosial perusahaan di Kabupaten Badung. Metode penelitian
dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari sembilan indikator Merilee S. Grindle untuk implementasi tanggung
jawab sosial perusahaan di Kabupaten Badung, hanya figa macam manfaat, sumber daya
yang ftersedia, dan karakteristik lembaga dan penguasa dilaksanakan dengan baik,
sedangkan enam indikator lainnya tidak. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah untuk
meningkatkan pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial, termasuk mengidentifikasi
aspek implementasi yang kurang efektif, mengidentifikasi faktor yang menghambat
implementasi, dan memastikan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam menerapkan
rencana untuk mengatasi masalah implementasi tanggung jawab sosial.

Setelah mereview penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada koordinasi yang
dilakukan. Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk melihat sejauh mana koordinasi
yang dilakukan antar stakeholders yaitu pemerintah, swasta dan masarakat berkaitan
dengan pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Seperti yang diketahui berdaskan
penelitan yang dilakukan oleh (Wedayanti, 2017) bahwa pelaksanaan TJSP di Provinsi Riau
Khususnya pada PT. Tamora Agro Lestari Desa Seorsah Kecamatan Hulu Kuantan belum
berjalan dengan baik dikarenakan tidak berfungsinya forum TJSP. Kemudian penelitan yang

dilakukan oleh (Suriani et al., 2023), dikatakan bahwa tfidak terlaoksananya TJSL dengan
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maksimal dikarenakan kurang berfungsinya tugas dari Forum TJSL. Kemudian ruang kosong
dari penelitian ini terletak pada Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah dalam hal ini
Forum TJSL dengan Perusahaan dan Masyarakat Kabupaten Siak sehingga tujuan TJSL yang
merupakan aspirasi Masyarakat tidak terjalin dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan. Pada regulasi tersebut fungsi dari Koordinasi belum terjalin dengan baik sesuai
dengan pasal 10 ayat 2 pada pasal a yang berbunyi “memperhatikan kebutuhan dan
potensi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan melalui koordinasi dengan
Forum TJSL". Sehingga, ftujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk
menganalisis dan menjelaskan Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

dan Perusahaan Di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode desktiptif. Menurut
Sugiono, penelitian kualitatif merupakan proses mengeksplorasi dan memahami prilakuk
individu dan kelompok serta mendeskripsikan masalah-masalah sosial (Ayu et al., 2023).
Untuk Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Jenis dan sumber data terdir dari 2 yaitu data primer dan data skunder. Data
primer terdiri dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari
informan penelitian. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari artikel
hasil penelitian, jurnal, buku cetak, laporan dan lain sebagainya yang masih berkaitan
dengan penelitian ini. Teknik Analisa data menurut Miles dan Huberman yaitu data yang
diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan secara menyeluruh dengan model interaktif
(Andry et al., 2023). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisa kualitatif yang memberikan gambaran mengenai penelitian (Nengsih & Herman,
2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Koorinasi yang
penulis anggap sesuai unfuk melihat koordinasi yang dilakukan oleh stakeholders dalam
menjalankan TJSL di Kabupaten Siak. Koordinasi memiliki peranan yang sangat penting dalam
organisasi, salah satunya agar semua tugas, pekerjaan, kegiatan, terintegrasi dengan baik
(Ariyanto, 2018), tidak terjadi penyimpangan (Wardhani, 2016), agar dapat membantu
tercapainya tujuan utama yang telah ditetapkan oleh organisasi bersangkutan (Rahmeina,
2018). Menurut G.R Terry yang menyaftakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang
sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan
pelaksanaan untuk menghasilkan suatu findakan yang seragam dan harmonis pada

sasaran yang tfelah ditentukan (Harahap et al., 2020). Handayaningrat mengatakan bahwa
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koordinasi memiliki ciri-ciri yang terdiri dari: Adanya tanggung jawab, Adanya usaha
kerjasama, Adanya proses komunikasi, Adanya pengaturan kelompok secara teratur, Adanya
kesatuan Tindakan dan Adanya tujuan Bersama (Palit, 2020). Harold Coonzt dan Cyrill O'donell
mengatakan bahwa koordinasi terdiri dari: Perencanaan, Pertemuan atau rapat, Komunikasi,
Pembagian tugas (Ubaidillah et al., 2023). Menurut Hasibuan Terdapat 4 faktor yang
mempengaruhi koordinasi diantaranya: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian tugas
dan Disiplin (Setiawati, 2018). Untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan
teori yang diungkapkan oleh Hasibuan yang mana koordinasi terdiri dari Kesatuan Tindakan,
Komunikasi, Pembagian tugas dan Disiplin. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat
dilihat melalui pembahasan berikut ini:

Kesatuan Tindakan

Pelaksanaan Koordinasi sangat memerlukan kesatuan tindakan (Wibowo, 2019),
karena kesatuan findakan adalah infi dari pada koordinasi (Manoppo et al., 2017).
Menyatukan tindakan dari stakeholders fidak hanya dimaksudkan untuk mengambil
keputusan saja, tetapi juga untuk menyelaraskan pendapat. Pertukaran pikiran antara
stakeholders atau pihak-pihak yang bersangkutan diperlukan untuk bekerja sama untuk
mencapai tujuan Bersama (Wulandari & Rahmat, 2022). Kesatuan tindakan menurut Hasibuan
merupakan suatu hal yang mengacu pada kewajiban pimpinan untuk mendapatkan
koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang berarti unit organisasi dapat
berjalan sesuai dengan wakfu yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Ndraha, kesatuan
findakan mengacu pada menetapan kesepakatan, Penetapan kesepakatan ini merupakan
cara yang dilakukan oleh pihak yang akan berkoordinasi (Firmansyah et al., 2022).

Bentuk kesatuan Tindakan antara stakeholdes dalam koordinasi pelaksanaan
tfanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah
dengan melakukan rapat koordinasi antara berbagai pihak, sehingga dalam rapat koordinasi
ini akan diputuskan mengenai program-program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang
dibutuhkan oleh Masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Kemudian, rapat ini mesti
ditentukan berapa kali dalom suatu periode tfertentu agar para stakeholders dapat
berkomitmen dalam Tindakan dan kegiatan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa rapat koordinasi yang dilakukan
oleh Forum TJSL Kabupaten Siak Kepada Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak dalam
rangka menyatukan Tindakan dalam berbagai program TJSL dinilai kurang. Hal ini dapat
diketahui kurangnya intensitas rapat koordinasi mengani TJSL. Berdasarkan Perafuran Daerah
Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan, pada pasal 21 yat (2) dikatakan bahwa Pelaksanaan rapat dilakukan paling

kurang sebanyak 1 kali dalam é bulan. Namun pada kenyataannya rapat tersebut jarang
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sekali dilakukan oleh Forum TJSL dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak sehinga
berdampak pada kesatuan Tindakan. Hal ini juga berakibat pada pelaksanaan program TJSL
fidak sesuai dengan keinginan atau asporasi Masyarakat. penuls juga menemunkan bahwa
program-program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan jarang sekali sesuai dengan funtutan
Masyarakat Kabupaten Siak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis sebelumnya dimana
salah satu Perusahaan yang ada di Kabupaen Siak yaitu PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tok
Perawang menentukan program-program kegiatan TJSL fidak berdasarkan aspirasi
Masyarakat dimana Masyarakat hanya menerima saja program-program yang diberikan oleh
Perusahaan. Salah satu program kegiatan TSJL tersebut adalah program pemberdayaan
Masyarakat yaitu pemberdayaan kelompok tani dimana kelompok tani yang diberdayakan
dengan memberikan modal namun modal fersebut berbentuk pinjoman yang harus
dikembalikan keperusahaan (Gultom, 2022), (Herman; et al., 2023). Maka jelas hal ini tidak
sesuai dengan keinginan Masyarakat dimana harapan Masyarakat untuk mengikuti program
TJSL mesti bebas dari biaya yang jelas memberatkan Masyarakat.

Salah satu bentuk dari kesatuan Tindakan adalah kemampuan organisasi dalam
menampung aspirasi. Oleh sebab itu, pihak tertentu dalam hal ini adalah forum TJSL mesti
mampu untuk menampung aspirasi Masyarakat Kabupaten Siak dengan cara menyediakan
wadah konsultasi bagi masyarakat. pemberian bimbingan dan konsultasi ini merupakan
bagian dari tugas Forum JTSJL dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang sesudi
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 dimana pada pasal 18 ayat
(2) pada point a dijelaskan bahwa forum TJSL memberikan bimbingan dan konsultasi teknis
dalam pelaksanaan kegiatan TJSL. Namun dalam kenyataannya Masyarakat Kabupaten Siak
belum pernah diberikan wadah berupa rapat atau sejenisnya unfuk berkonsultasi dengan
forum TJSL dan perusaahaan dalam berkonsultasi untuk menyampaikan aspirasi mereka,
sehingga kesatuan Tindakan dalam koordinasi pelaksanaan TJSL belum dikatakan baik.
Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena sejumlah unit dalam
organisasi akan dapat dikoordinasikan sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi
(Audina et al., 2019). Komunikasi sangat penting didalam organisasi, dalam hal ini komunikasi
yang dilakukan adalah berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan oleh setiap atasan dalam
organiasi (Nengsinh & Herman, 2019). Komunikasi merupakan suatu kondisi yang terjalin
diantara komunikator (orang yang mengirim pesan) dengan komunikan (orang yang
menerima pesan). Kedua hal ini menjadi pemeran utama dalam menciptakan hubungan
komunikasi antara satu dengan yang lainnya (Mahmuda & Darmawan, 2022). Proses
komunikasi yang tepat, isi pesan yang baik, kemudian menggunakan pendekatan atau
bentuk komunikasi kemudian disalurkan keperusachaan dan Masyarakat, maka akan

berdampak kepada kualitas pelayanan yang baik (Maria & As’ari, 2022).
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Dalam pelaksanaan program TJSP, kegiatan komunikasi menjadi hal pentfing untuk
dilakukan. Disini perusahaan harus mampu menciptakan komunikasi dua arah baik di dalam
perusahaan maupun dengan publik atau dengan penerima manfaat program TJSP tersebut
(Nurjonah & Nurnisya, 2019). Komunikasi dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)
mencakup memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan tentang inisiafif
sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Berkaitan dengan komunikasi Pelaksanaan TJSL
adalah untuk memantapkan pelaoksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan
Perusahaan. Dengan adanya Forum TJSL ini maka diharapakan untuk mempu melakukan
komunikasi kepada perusahaan, kemudian apa yang disampaikan perusahaan dapat
disampaikan pula kepada Masyarakat banyak. Hal yang terpenting dilakukan adalah dengan
menerapkan prinsip fransparansi dan akuntabilitas agar apa yang dilakukan dapat diketahui
oleh Masyarakat luas. Kabupaten Siak selaku Sejauh ini komunikasi telah dilakukan, namun
seperti yang diketahui bahwa program kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan belum
sepenuhnya atas dasar aspirasi Masyarakat banyak. Kemudian tugas dan fungsi dari Forum
TJSL Kabupaten Siak belum sepenuhnya efektif. Sesuai dengan Perda Kabupaten Siak Nomor
1 Tahun 2013 tugas dari Forum TJSL Kabupaten Siak adalah melakukan komunikasi kepada
Perusahaan, kemudian dari Perusahaan kepada Masyarakat. Namun pada kenyataanya
fidak demikian, forum TJSL selaku wadah tfidak mampu untuk melakukan hal tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Nurjanah dan Nurnisya, pelaksanaan komunikasi TJSL
mesti dilakukan dua arah (two way communication). Komunikasi ni dapat dilokukan dengan
cara dengan cara dialog tatap muka. Dialog tatap muka dapat dilakukan dalam rangka
untuk menampung asipirasi dari Masyarakat Kabupaten Siak yang berada dilingkungan
Perusahaan. Apa yang Masyarakat butuhkan maka Perusahaan wajib untuk mengakomodasi
dari keinginan fersebut selagi itu bersifat rasional. Namun pada kenyataannya todal demikian,
Masyarakat Kabupaten Siak hanya menerima saja apa pun yang diberikan oleh Perusahaan,
dan sekali lagi peran Forum TJSL disini sama sekali tidak berfungsi secara baik.

Kemudian menurut pengamatan penulis, sudah saatnya setiap Perusahaan dan
Pemerintah Kabupaten Siak memberikan informasi mengenai kegiatan TJSL secara terbuka
dengan memberikan informasi melalui media sosial. Hal ini dikarenakan pada zaman yang
penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti segala sesuatu mudah diakses oleh
Masyarakat lebih-lebih mengenai program-program yang dilakukan oleh Perusahaan serta
kegiatan yang berkaitan dengan kinerja Forum TJSL Kabupaten Siak.

Pembagian Tugas

Dalam suatu organisasi, pembagian tugas pada dasarnya adalah prinsip pembagian

kerja. Prinsip pembagian kerja ini dimaksudkan agar organisasi dalam pencapaian tujuannya

harus melakukan pembagian kerja yaitu uraian rincian tugas dan tanggung jowab bagi setiap
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individu dalam organisasi dapat dipertanggung jawabkan (Asri B & Fatahillah, 2019). Menurut
Sunyoto menyatakan bahwa pembagian tugas adalah penyusunan pekerjaan ke dalam
kelas-kelas atau kelompok-kelompok, berdasarkan rencana tertentu. Senada dengan hal
tersebut, Sastrohadiwiryo berpendapat bahwa pembagian fugas merupakan rincian
pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas, fugnsi, fanggung jawab atau
kewaijiban atas kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan (Fitria &
Sawitri, 2017).

Kinerja forum TJSL Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tertuang
dalom tugas pokok Forum TJSL yang diantnaranya adalah: a). Melakukan inventarisasi
perusahaan yang wajib melaksanakan program TJSL; b). Memfasilitasi program TJSL; c).
Menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat program-program TJSL; d). Melakukan
pengawasan lapangan program TJSL; ). Melakukan evaluasi pelaksanaan program TJSL; dan
f). Melaporkan hasil kegiatan TJSL kepada Bupati (Suriani et al., 2023). Menurut pengamatan
penulis serta berdasarkan informasi dilapangan bahwa kinreja dari forum TJSL ini belum
maksimal. Hal ini dperkuat dari hasil pengamatan seperti fidak dilakukannya pemberian
fasilitas kepada Masyarakat terhadap kegiatan atau program yang dilakukan oleh
Perusahaan. Disini Masyarakat hanya menerima saja apa pun yang diberikan Perusahaan
tfanpa adanya pilihan yang prioritas. Kemudian fidok adanya pengawasan yang dilakukan
oleh forum TJSL kepada Perusahaan juga menjadi kendala utama sehingga evaluasi yang
dicanangkan juga fidak berjalan. Idealnya jika Perusahaan tidak menjalankan program-
program TJSL mesti ada catatan dan masukan agar kedepannya program TJSL di Kabupaten
Siak dapat berjalan maksimal.

Tugas dari Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak adalah melakukan kegiatan
dalam bentuk program-program yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan
bagi Masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. Menurut pengamatan penulis hal ini sangat
jauh dari harapan dikarenakan peran dari Perusachaan adalah membantu pemerintah untuk
mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah tidak terkecualit di Kabupaten Siak. Jika
kegiatan TSJL benar dilakuan dengan memegang prinsip-prinsip seperti kebersamaan,
partisipatif dan aspiratif, proporsional, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan
dan kearifan lokal maka tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Perusahaan akan
ferwujud dikabuten siak. Kemudian Masyarakat selaku objek juga mesti memegang prinsip
partisipatif (ikut serta), mampu mandiri dan swadaya dan mempunyai wawasan yan finggi
juga sangat penting.

Disiplin

Disiplin kerja merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait

dalam melaksanakan koordinasi. Sikap disiplin juga mampu menunjukkan koreksi setiap

peraturan yang diberlakukan apakan peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan
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seharusnya atau fidak (Rahmeina, 2018). Disiplin pada umumnya merupakan bentfuk

pengendalian diri yang pelaksanaannya feratur dan menunjukkan suatu  tingkah
kesungguhan didalam bekerja, sehinggga dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan dalam suatu organisasi (Syaugi, 2019). Menurut T. Hani Handoko mengatakankan
bahwa disiplin  adalah  kegiatan manajemen untuk menjalankan  standar-standar
organisasional. Kemudian menurut Hasibuan mengatakan bahwa disiplin adalah kesadaran
dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku
disuatu organisasi (Darmanto, 2018).

Dalam penelitian ini penulis menilai dari 2 sudut sub indikator disiplin, yaitu yang
berkaitan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan waktu pelaporan dari
kegiatan TJSL yang dilakukan di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sebagaimana yang diketahui
bahwa pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dengan
adanya peraturan tersebut maka semua Perusahaan wajib mengikuti aturan yang telah
dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaanya, penulis menilai masih banyak
Perusahaan yang belum mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
Siak. Idealnya jika Perusahaan tidak melakukan kegiatan TJSL maka akan diberikan sanksi.
Tetapi pada kenyataannya belum ada Perusahaan yang diberikan sanksi jika tfidak
melaksanakan kegaitan TJSL. Hal ini disebabkan karena dalam aturan yang dibuat tidak ada
sanksi yang tegas agar dapat mengikat Perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan atau
program-program fersebut berupa bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil
dan koprasi, program Pembangunan sarana fasilitas umum sosial dan peribadatan, serta
bentuk lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas
Masyarakat.

Pelaporan kegaitan TJSL penting dilakukan karena segala informasi mengenai
kegiatan serta program Perusahaan yang sedang dilakukan dapat mengungkapkan resiko-
resiko lingkungan. Selain itu, kegiatan melaporkan CSR/TJSP kepada khalayak akan
meningkatkan nilai sosial Perusahaan hingga citra Perusahaan (Harmoni & Andriyani, 2018).
Dalam hal ini, Masyarakat juga mesti terlibat aktif dalam hal pelaporan ini karena Masyarakat
juga berperan sebagai pengawas dalam kegiatan CSR/TJSP. Apabila ditemukan kegiatan
CSR/TJSP yang tidak sesuai maka Masyarakat wajib unfuk melaporkan ke pihak yang
berwenang (Herman; et al., 2023).

Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 76 perusahaan yang beroperasi di
Kabupaten Siak. Dari 76 perusahaan, hanya beberapa Perusahaan yang melaporkan
kegiatan TJSL-nya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui tabel

diabwah ini:
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Tabel 1. Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Kabupaten Siak

No Jenis Perusahaan Pelaporan Jumlah
Melaporkan Tidak
Melaporkan
1 Perusahaan Pemerintah 8 9 17
2 Perusahaan Swasta 23 36 59

Sumber: Forum TJSLKabupaten Siak, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat Perusahaan yang tidak
melaporkan kegiatan TJSL di Kabupaten Siak. Perusahaan yang fidak melapor bukan hanya
Perusahaan milik swasta saja, namun juga terdapat Perusahaan yang berstatus milik
pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Oleh sebab itu, penulis menilai jika ditinjau dari
kedisiplinan dalam melaporkan kegaitan TJSL maka Perusahaan yang ada di Kabupaten
Siak termasuk kategori fidak disiplin dalam melaporkan kegaitan TJSL. Oleh seba itu kiranya
hal tersebut mesti ada Tindakan dan solusi dari Pemerintah Kabuapten Siak. Menurut hemat
penulis, pelaporan TJSL pada era saat ini semestinya dengan cara digital. Sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novyarni et al., 2023), bahwa pelaporan kegiatan CSR
atau TJSP dilokukan dengan cara laporan keberlanjutan. Terlebih diera digitalisasi sangat
membantu dalam penyusunan Laporan dengan menggunakan aplikasi yang praktis,
pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui penyedian web oleh Perusahaan ataupun

pemerintah (Breliastiti et al., 2020).

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang felah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan
bahwa Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan
Kabupaten Siak Provinsi Riau belum berjalan maksimal dikarenakan belum adanya rapat
yang dilakukan secara terjadwal, Forum TJSL belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan
funsinya seperti melakukan penyampaian program-program kepada Masyarakat,
pengawasan dan evaluasi. Masinh banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh Perusahaan
ferutama  mengenai  pelaporan kepada pemerintfah mengenai  perkembangan
pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah
diperlukan rapat koordinasi yang tujuannya adalah menyatukan persepsi terhadap
stakeholders yang fterlibat dalam koordinasi TJSL. Selain itu, dalam pelaksanaan TJSL di
Kabupaten Siak mesti menyampaikan segala informasi kepada Masyarakat secara terbuka
dan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang mudah diakses oleh
Masyarakat. Forum TJSL benar-benar melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada

Perusahaan yang fidak melaksanakan TJSL.
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